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Abstrak
 

Perkembangan teknologi informasi yang cepat membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan

manusia, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk bidang hukum. Keterkaitan antara perkembangan

teknologi informasi dengan hukum melahirkan berbagai macam peristiwa baru yang berkaitan hukum dan

penggunaan dunia siber. Salah satunya terkait dengan perlindungan hukum atas informasi yang merugikan

seseorang di dunia internet berupa penghapusan informasi. Hal ini dikenal dengan istilah hak untuk

dilupakan (Right to be Forgotten). Penelitian ini fokus membahas perbandingan pengaturan dan mekanisme

penerapan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Indonesia dengan beberapa negara di Asia Pasifik

seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan. Dengan melakukan perbandingan hukum, maka akan dapat

melihat perbedaan dan mengambil pelajaran dari berbagai negara tersebut. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Uni Eropa,

Australia, Jepang dan Korea Selatan diatur dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan

data / informasi pribadi, sementara Indonesia muncul dan diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Implementasi Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) dalam General Data

Protection Regulation hanya mewajibkan pengontrol data, karena dalam GDPR memisahkan pengontrol dan

pemproses data. Sementara Australia, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia tidak membedakan antara

pengontrol dan pemproses data. Setiap negara membentuk komisi independen untuk melindungi data pribadi

dan membantu penyelesaian sengketa data pribadi.

<hr>

The development of information technology that brings changes in all fields of humanity, ranging from

economics, social, education, including the legal field. The link between the development of information

technology and the law produces a variety of new types relating to law and the use of cyberspace. One of the

cyber laws is related to legal protection for information that is detrimental to someone in the internet world

is the removal of information. This is known as the Right to be Forgotten. This research focuses on

discussing the regulation and implementation of the Right to be Forgotten in Indonesia with several

countries in the Asia Pacific such as Australia, Japan and South Korea. By making legal comparisons will be

able to see differences and take lessons from various countries. This study uses a normative juridical

research method. Regulation of Rights to be Forgotten in the European Union, Australia, Japan and South

Korea be regulated in legislation in the sector of personal data/information protection, while Indonesia is

emerge and regulated in the Law on Information and Electronic Transactions. Implementation of the Right

to be Forgotten in the General Data Protection Regulation only requires data controllers, because in the

GDPR the data controller and processors are prepared. While Australia, Japan, South Korea and Indonesia

do not distinguish between process controllers and data processing. Each country establishes independent

data commission to protect personal data and help resolve personal data.
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